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Abstract 
This research intends to analyze the budget management of regional head election 
performance based on the year of 2015. The reseach was conduted in General Election 
Commission Office Palu using descriptive qualitative method. The research results indicate that 
budget of major and the vice major election Palu 2015 was managed well and proportional. 
General election commision palu also succeeds in applaying performance based budget on the 
mayor and the vice major election Palu in 2015. 
Keywords: Regional Head Election (PILKADA) and Performance based Budget 
Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat 
dengan Pilkada menurut Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil 
Walikota. Amanat dalam Undang-undang 
tersebut adalah Pemilihan kepala daerah secara 
serentak. Pemilihan Kepala Daerah secara 
serentak untuk pertama kali dilaksanakan pada 
Tanggal 9 Desember 2015. Terdapat 204 
Pemilihan Kepala Daerah yang akan dipilih 
secara serentak yaitu Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur untuk 8 (delapan) Provinsi, 
170 (seratus tujuh puluh) untuk pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati serta 26 (dua puluh 
enam) untuk pemilihan Walikota dan wakil 
Walikota. Termasuk didalamnya adalah 
Provinsi Sulawesi Tengah serta 7 (tujuh) 
Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Tujuh 
Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sigi, 
Banggai, Morowali Utara, Banggai Laut, Toli-
toli, Poso, Touna dan Kota Palu.  
Kota Palu dengan jumlah penduduk 
359.347 jiwa terdiri dari perempuan 178.068 
jiwa dan laki-laki 181.279 jiwa. Berdasarkan 
hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh 
Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 
dilapangan terdapat 238.547 jiwa warga yang 
wajib pilih yang tersebar di 4 (empat) daerah 
pemilihan (dapil). Kecamatan Palu Utara dan 
Tawaeli masuk dalam dapil satu dengan 
jumlah pemilih 27.381 jiwa, Kecamatan Palu 
Barat dan Ulujadi masuk dalam dapil dua 
dengan jumlah pemilih 60.915 jiwa, 
Kecamatan Palu Selatan dan Tatanga masuk 
dalam dapil tiga dengan jumlah pemilih 
72.148 jiwa serta Kecamatan Palu Timur dan 
Mantikulore masuk dalam dapil empat dengan 
jumlah pemilih 78.103 jiwa.  
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah 
secara serentak bertujuan untuk melakukan 
penghematan anggaran misalnya biaya honor 
penyelenggara, jika dalam satu wilayah 
terdapat 2 (dua) pemilihan yaitu pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan 
walikota dan wakil walikota, maka honor 
penyelenggara cukup dianggarakan hanya 
untuk satu kali perhelatan saja. Hal lain pada 
pilkada serentak adalah biaya kampanye para 
calon yang ikut berkompetisi. Pada pilkada 
serentak ini biaya kampanye ditanggung oleh 
APBD melalui pos anggaran hibah yang 
dikelolah oleh Komisi Pemilihan Umum. 
Besaran jumlah dan biaya kampanye untuk 
masing-masing pasangan calon berlaku sama, 
jika bahan kampanye dalam bentuk Liefleet, 
Brosur dan Poster maka masing-masing 
pasangan calon akan menerima sebanyak 
jumlah Kepala Keluarga yang ada dimasing-
masing Kecamatan.  
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Pemerintah daerah dituntut untuk 
mengalokasikan anggaran pilkada mengingat 
jumlahnya cukup besar. Namun, yang terjadi 
dibanyak daerah anggaran pilkada tidak 
disusun dengan baik bahkan terkesan 
mencomot pos-pos anggaran dari dinas-dinas. 
Biaya pemilihan kepala daerah baiknya 
direncanakan jauh-jauh hari agar 
penganggarannya tidak sekedar 
menganggarkan namun benar-benar 
disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi 
keuangan daerah. Selain anggaran yang 
dihibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum 
Kota Palu, terdapat dua lembaga/instansi yang 
juga mengelolah dana hibah untuk 
pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil 
WaliKota Palu yaitu Panitia Pengawas 
pemilihan (panwaslu) dan Kepolisian Resort 
Palu. Khusus Anggaran Pemilihan kepala 
daerah yang diberikan kepada Komisi 
Pemilihan Umum untuk Kota Palu Tahun 2015 
sebesar  Rp 15.136.314.450.   
Undang-Undang No.17 Tahun 2003 ini 
kemudian diturunkan dalam peraturan 
dibawahnya, yaitu PP No.58 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, permendagri No. 13 Tahun 2006 dan 
revisinya, yaitu permendagri No. 59 Tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. Catatan penting dalam revisi tersebut 
adalah melakukan perubahan anggaran dengan 
metode lama atau tradisional menjadi 
anggaran berbasis kinerja hal ini dilakukan 
dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain: 
Pertama, lebih berorientasi pada masukan 
(input) daripada keluaran (output). Kinerja 
dinilai dari tingkat penyerapan penggunaan 
dana, bukan dari tingkat efesiensi dan 
efektivitas penggunaan dana. Kelemahan ini 
mengakibatkan adanya fenomena 
menghabiskan anggaran menjelang 
berakhirnya tahun anggaran. Hal ini dilakukan 
agar unit kerja dipandang memiliki kinerja 
yang baik karena telah menyerap seluruh 
anggaran yang tersedia; Kedua, Penentuan 
jumlah anggaran ditentukan dengan 
menaikkan anggaran dari total anggaran tahun 
sebelumnya. Pada intinya anggaran harus lebih 
besar daripada anggaran tahun sebelumnya. 
Sebagai wujud akuntabilias dalam 
penganggaran dan pengelolaan maka baiknya 
penyusunan anggaran harus berbasis anggaran 
kinerja. Selain itu seluruh tahapan pemilihan 
kepala daerah tentunya harus dilaksanakan 
oleh penyelenggara pemilihan dengan 
berpedoman pada asas: Mandiri, Jujur, Adil, 
Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan 
Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, 
Profesionalitas, Akuntabilitas, Efesiensi, 
Efektivitas dan Aksesibilitas. Bertitik tolak 
pada uraian latar belakang yang ada, saya 
tertarik untuk melakukan suatu penelitian 
ilmiah dengan judul “Pengelolaan Anggaran 
Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi 




Penelitian ini dirancang sebagai 
penelitian kualitatif. Deskriptif kualitatif untuk 
menjelaskan gambaran yang nyata tentang 
Pengelolaan Anggaran Pemilihan Kepala 
Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota 
Palu Tahun 2015.  
Penelitian dilakukan pada obyek yang 
alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa 
adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan 
kehadiran peneliti tidak mempengaruhi 
dinamika pada obyek tersebut.  
Informan dalam penelitian adalah: 
1) Pegawai Komisi Pemilihan Umum:  
a. Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota 
Palu 
b. Kasubag Program dan Data KPU Kota 
Palu 
c. Team Penyusun Anggaran Pilkada di 
Lingkungan KPU Kota Palu 
d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
2) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota 
Palu 
a. Ketua 
b. Anggota yang membidangi logistik 
3) Penerima Manfaat  





a. Calon Walikota terpilih periode 2015-
2020 
b. LO (Liasion Officer/Penghubung Calon 
dengan KPU). 
 
Penelitian ini menggunakan variabel 
tunggal yaitu pengelolaan anggaran Pemilihan 
Kepala Daerah. Pengelolaan anggaran yang 
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
pengelolaan anggaran yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah Kota Palu, dan dikelola 
oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka 
melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah 
Tahun 2015. 
 
Teknik Analisis Data 
Sesuai dengan sifat penelitiannya yaitu 
kualitatif, maka analisis data dilakukan secara 
deskriptif, yang didasarkan atas data yang 
diperoleh melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Menurut Miles dan Hebermen 
analisis data dalam penelitian kulitatif secara 
umum dimulai sejak pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian (display data) dan 
penarikan kesimpulan (Verification). Oleh 
karena itu data kualitatif yang dikumpulkan 
akan dianalisis dengan menggunakan 
penjelasan secara deskriptif. Dalam analisis ini 
apa yang ditemukan tidak hanya dijelaskan 
dengan apa adanya, akan tetapi 
diinterpretasikan. Proses analisis data 
dilakukan terus menurus baik dilapangan 
maupun setelah dilapangan (Sugiyono, 
2009:116). 
Tahap akhir dari penelitian ini adalah 
dengan pendekatan analisis triangulasi. 
Pendekatan analisis triangulasi pada 
hakikatnya merupakan pendekatan 
multimetode yang dilakukan peneliti pada saat 
mengumpulkan  dan menganalisis data. 
Menurut Norman K. Denkin (dalam raharjo 
2010) triangulasi di gunakan sebagai gabungan 
atau kombinasi berbagai metode yang dipakai 
untuk mengkaji fenomena yang saling terkait 
dari sudut pandang dan perspektif yang 
berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini 
dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai 
bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi 
empat hal, yaitu: Pertama, Triangulasi 
Metode. Kedua Triangulasi antar peneliti (jika 
penelitian dilakukan dengan kelompok). 
Ketiga,Triangulasi Sumber data. Keempat, 
Triangulasi Teori. 
Pada penelitian ini metode triangulasi 
akan difokuskan pada dua hal yaitu triangulasi 
metode dan tringulasi sumber data. 
Triangulasi metode dilakukan dengan cara 
membandingkan informasi atau data  dengan 
cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, 
dalam penelitian kualitatif peneliti 
menggunakan metode wawancara, obervasi, 
dan survei. Untuk memperoleh kebenaran 
informasi yang handal dan gambaran yang 
utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa 
menggunakan metode wawancara bebas dan 
wawancara terstruktur. Atau, peneliti 
menggunakan wawancara dan obervasi atau 
pengamatan untuk mengecek kebenarannya. 
Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan 
informan yang berbeda untuk mengecek 
kebenaran informasi tersebut. Melalui 
berbagai perspektif atau pandangan 
diharapkan diperoleh hasil yang mendekati 
kebenaran. Trianggulasi sumber data adalah 
menggali kebenaran informai tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. 
Misalnya, selain melalui wawancara dan 
observasi, peneliti bisa menggunakan 
observasi terlibat (participant obervation), 
dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, 
catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan 
gambar atau foto. Tentu masing-masing cara 
 itu akan menghasilkan bukti atau data yang 
berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 
pandangan (insights) yang berbeda pula 
mengenai fenomena yang diteliti.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian  
Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 
secara vertikal merupakan basis kerja KPU di 
level daerah. Secara hirarki KPU Kabupaten/ 
Kota melaporkan kegiatannya kepada KPU 
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Provinsi. Proses pengambilan keputusan 
dilingkungan KPU dilakukan dengan rapat 
pleno oleh anggota KPU yang berjumlah 5 
(lima) orang untuk KPU Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, dan 7 (tujuh) orang pada 
tingkatan KPU Pusat. Dalam melaksanakan 
tahapan dibantu oleh sekertariat. Untuk 
Pengelolaan anggaran yang berwenang adalah 
sekertaris selaku kuasa pengguna anggaran, 
dan pengguna anggaran adalah anggota 
Komisi Pemilihan Umum.  
 
Karateristik Informan 
Karateristik informan pada penelitian ini 
bervariasi mulai dari Komisioner KPU Kota 
Palu Devisi Perencanaan Keuangan, Logistik, 
Umum, Rumah tangga dan Organisasi adalah 
Agussalim Wahid (39 Tahun). Sekertaris KPU 
Kota Palua Muhiddin,S.Sos (55 Tahun ), 
Kasubag Program dan Data Moh. Fitrah 
Akbar, SH (30), Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) Mohammad Bardin, S.E (41 tahun), 
Anggota Team Penyusun Anggaran Pilkada 
Kota Palu Sahrul, SH (32) . Drs Hidayat M.Si 
(Calon Walikota terpilih), Saiful Taslim 
sebagai Liaison Officer (LO) mewakili 
pasangan calon Mulhanan Tombolotutu dan 
Tahmidi Lasahido, Eman sebagai Liaison 
Officer (LO) mewakili pasangan calon Habsa 
Yanti Ponulele dan Thamrin Samauna. 
Masing-masing mempunyai peran yang sangat 
penting dalam proses pelaksanaan pilkada di 
Kota Palu, sesuai dengan Tupoksinya 
 
Konsep Anggaran  
Merujuk pada  Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah disebutkan bahwa, 
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban, 
pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan 
daerah dalam hal ini mengandung beberapa 
kepengurusan dimana kepengurusan umum 
atau yang sering disebut pengurusan 
administrasi dan kepengurusan khusus atau 
juga sering disebut pengurusan bendaharwan. 
Pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus 
mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran 
sektor publik. Sementara Permendagri Nomor 
26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan 
APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan 
bahwa “APBD harus disusun dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip pokok 
anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) 
Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan 
Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin 
Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) 
Efisiensi dan Efektivias Anggaran dan (f) Taat 
Asas”. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, 
pasal 1).  
 
Pelaksanaan Anggaran Dilingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Palu 
 
Tabel 4.4 Gambaran umum alokasi 
anggaran Pilkada Kota Palu Tahun 2015 
NO URAIAN KEGIATAN RENCANA 
ANGGARAN 
(RP) 
I Honorarium dan Uang Lembur 1.024.710.000 
1.1 Honorarium  866.310.000 
1.2 Uang Lembur 158.400.000 
II Belanja Barang dan Jasa Sewa 8.262.659.450 
2.1 Barang Cetak dan Pengadaan 3.510.245.350 
2.2 Perlengkapan KPPS/TPS 163.505.000 
2.3 Pengangkutan Logistik 249.350.000 
2.4 BBM, Sewa dan Pemeliharaan 
Kendaraan 
286.024.000 
2.5 Pelayanan Administrasi Perkantoran 649.683.750 
2.6 Pembentukan PPK dan PPS 6.750.000 
2.7 Pelantikan dan Bimtek PPK dan PPS 45.570.000 
2.8 Persiapan Pemungutan Suara 427.996.600 
2.9 Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi 555.342.000 
2.10 Rapat Kerja/Bimtek/Pelatihan 610.747.500 
2.11 Advokasi Hukum 330.000.000 
2.12 Rapat Kerja/Pleno 98.294.250 
2.13 Perjalanan Dinas 1.165.650.000 
2.14 Pencalonan 64.000.000 
2.15 Verifikasi dan Rekapitulasi Calon 
Perseorangan 
36.000.000 
2.16 Pengadaan Pakaian Lapangan 48.500.000 
2.17 Audit dan Pengumuman Dana 
Kampanye 
15.000.000 
III Badan Adhock 5.848.945.000 
3.1 PPK 617.245.000 
3.2 PPS 1.987.200.000 
3.3 KPPS 3.244.500.000 
Jumlah 15.136.314.450 





Anggaran tersebut diatas dialokasikan 
untuk seluruh tahapan penyelenggaraan 
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu 
Tahun 2015. Dalam menyusun dan 
melaksanakan kebutuhan anggaran, KPU Kota 
Palu berpedoman pada: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 . Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan 
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil 
Walikota; 
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2015; 
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
07 Tahun 2015 tentang Kampanye 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota; 
5. Keputusan Walikota Palu Nomor 
900/904/Dppkad/2014 /560.B/Dppkad/2012 
Tentang Standar Harga Barang Pemerintah 
Kota Palu Tahun Anggaran 2015. 
 
Pengelolaan dan Realisasi Anggaran 
Pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kota Palu 
Pengelolaan anggaran yang baik adalah 
pengelolaan yang dilakukan secara transparan 
dan akuntabel. Akuntabilitas merupakan 
pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat 
baik dalam keuangan, administratif serta 
kebijakan publik. Oleh sebab itu KPU harus 
selalu berpedoman pada asas mandiri, 
transparan dan akuntabel. Selaku lembaga 
publik KPU harus bisa mengelola anggaran 
baik anggaran yang berasal dari APBN 
maupun anggaran APBD melalui hibah 
Daerah. 
Berbicara masalah anggaran tentunya 
tidak terlepas dari program kegiatan yang akan 
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota 
Palu. KPU Kota Palu membaginya dalam dua 
agenda yaitu Pertama, Tahap Persiapan yang 
terdiri dari Perencanaan Program dan 
Anggaran, Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan 
Teknis, Pembentukan Badan Penyelenggara 
Adhoc, Pemantauan Pemilihan serta 
Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih. 
Kedua, Tahap penyelenggaraan yang terdiri 
Pendaftaran Pasangan Calon, Sengketa 
Pemilihan, Kampanye, Pengadaan dan 
Pendistribusian Logistik, Pemungutan dan 
Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan 
Calon Terpilih.  
Berdasarkan Nota Perjanjian Hibah 
Daerah Pemerintah Kota Palu dan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Palu dituangkan dalam 
nota perjanjian hibah daerah (NPHD) No 
251.5/0350/V/DPPKAD/2015 dan No 
13/Kpts/KPU Kota Palu.024.433212/2015 
tentang pelaksanaan dana hibah 
penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil 
walikota palu tahun 2015. Dana yang 
dikelolah oleh KPU Kota Palu sebesar Rp 
15.136.314.450.-(lima belas miliar seratus tiga 
puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu 
empat ratus limapuluh rupiah). Rincian 
realisasi anggaran pilkada dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini:  
 
Tabel 4.5 Anggaran Honorarium dan Uang 
Lembur Pada Pilkada Kota Palu Tahun 
2015 





1 2 3 4 5 
1 Honorarium 866.310.000 582.836.000 67% 
2 Uang Lembur 
KPU 




8.262.659.450 3.378.648.985 40% 
Jumlah 9.287.369.450 4.052.123.985 43% 
Sumber: KPU Kota Palu, 2016 
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Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk 
honorarium dari Rp.866.310.000 terealisasi 
67% atau sebesar Rp.582.836.000. Uang 
lembur dari Rp.158.400.000 terealisasi 57% 
atau sebesar Rp.90.639.000. hal ini disebabkan 
adanya perubahan kebijakan dilingkungan 
KPU dimana staff dan komisioner tidak lagi 
dapat menerima biaya lembur. Sementara 
Belanja Barang dan Jasa dari 
Rp.8.262.659.450 terserap hanya 40% atau 
sebesar Rp 3.378.985. Untuk belanja barang 
seperti kotak suara dan bilik suara KPU Kota 
Palu tidak melakukan pengadaan kotak dan 
bilik, namun tetap memanfaatkan kotak dan 
bilik lama. Rincian  penggunaan anggaran 
belanja barang jasa dan sewa pada Pilkada 
Kota Palu Tahun 2015, terurai sebagaimana 
table berikut:  
 
Tabel 4.6 Penggunaan Anggaran Belanja 
Barang Jasa dan Sewa Pada Pilkada Kota 
Palu Tahun 2015 
No Uraian Jumlah (Rp) Realisasi (Rp)  % 
1 2 3 4 5 







163.506.000 125.422.000 76% 
3 Pengangkutan Logistik 249.350.000 222.530.000 89% 
4 BBM, Sewa, dan 
Pemeliharaan 
Kendaraan 
286.024.000 203.616.000 71% 
5 Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 
649.683.750 533.498.535 82% 
6 Pembentukan PPK dan 
PPS 
6.750.000 750.000 11% 
7 Pelantikan dan Bimtek 
PPK dan PPS 
45.570.000 19.178.000 42% 
8 Persiapan Pemungutan 
Suara 
427.996.600 181.459.175 42% 
9 Penerangan/Penyuluha
n 
555.342.000 400.091.970 72% 
10 Rapat 
Kerja/Bimtek/pelatihan 
610.747.500 549.091.175 89% 
11 Advokasi Hukum 330.000.000 50.000.000 15% 
12 Rapat Kerja/Pleno 98.249.250 78.912.590 80% 
13 Perjalanan Dinas 1.165.650.000 693.202.240 59% 
14 Pencalonan 64.000.000 64.000.000 100% 
15 Verifikasi dan 
Rekapitulasi 
Perseorangan 
36.000.000 - (tidak terpakai) 0% 
16 Pengadaan Pakaian 
Lapangan 
48.500.000 44.860.000 92% 
17 Pengumuman Dana 
Kampanye 
15.000.000 - (tidak terpakai) 0% 
Jumlah 8.262.614.450        5.287.648.985 63% 
Sumber Data KPU Kota Palu Tahun 2016 
 
Pada Tabel 4.6 terlihat bahwa  untuk 
penggunaan anggaran belanja barang, jasa 
sewa,  terdapat dua item pembiayaan yang 
tidak digunakan, yaitu pertama, anggaran 
verifikasi dan rekapitulasi perseorangan. Biaya 
verifikasi diperuntukkan untuk calon 
independen pada pemilihan Walikota dan 
Wakil Walikota, namun pada pilkada 2015 
tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar 
pada jalur independen. Kedua, Pengumuman 
Dana Kampanye, pengumuman dana 
kampanye ini tidak diumumkan secara tertulis, 
namun pengumuman ini tetap terpublis 
melalui pemberitaan-pemberitaan baik media 
cetak maupun elektronik sehingga post 
anggaran tersebut tidak terpakai. Misalnya 
melakukan Konfrensi Pers serta publis melalui 
media informasi KPU Palu pada laman 
infopilkada.kpu.go.id.  
Suksesnyaa sebuah penyelenggaraan 
Pilkada ini tidak terlepas dari kemampuan para 
komisioner dan seluruh jajarannya, tidak 
hanya dari aspek organisasional, tetapi juga 
dari aspek kemampuan penyelenggara dalam 
menyiapkan segala kebutuhan 
penyelenggaraan Pilkada, termasuk barang-
barang cetak, seperti kertas suara, serta 
penggandaannya. KPU Kota Palu dalam 
menyelenggarakan Pilkada Kota Palu Tahun 
2015, membentuk penyelnggara yang bersifat 
sementara (adhoc) yaitu: sebanyak 40 PPK 
(Panitia Pemilihan Kecamatan) dan 405 PPS 
(Penyelenggara Pemungutan Suara, serta 
sebanyak 4.347 KPPS (Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara) dari 621 
TPS. rincian anggaran honorarium 
penyelenggara adhock dapat dilihat pada tabel 
berikut ini:  
 
























PEMBIAYAAN DI TINGKAT AD HOC TA. 2015
Perencanaan anggaran
Realisasi Anggaran





Pembiayaan ditingkat Adhoc terealisasi 
sesuai perencanaan dengan rata-rata 92 % . 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) misalnya 
dari rencana anggaran yang disiapkan Rp 
617.245.000.- terealisasi 88,8% atau sebesar 
Rp 548.212.500. Panitia Pemungutan Suara 
(PPS) Rp 1.987.200.000 dan terealisasi  88,7% 
atau sebesar Rp 1.763.480.000 dan ditingkat 
KPPS dan Linmas dari anggaran yang di 
siapkan sebesar 3.244.500.000.- terealisasi 
98% atau sebesar Rp 3.203.300.000. 
Dari uraian tersebut diatas, KPU Kota 
Palu sudah melaksakan fungsinya sebagai 
penyelenggara pemilu dan pilkada, juga 
sekaligus kuasa pengguna anggaran secara 
transparan merinci nilai anggaran yang 
dikelola dan yang terpakai.  
Anggaran yang disiapkan untuk pilkada di 
Kota Palu tersebut tidak semuanya habis 
terpakai. Hal ini disebabkan beberapa 
penambahan kegiatan namun tidak berdampak 
pada anggaran yang disiapkan. 
 Selanjutnya pada pencairan tahap ketiga KPU 
Palu tidak lagi mencairkan, hal ini disebabkan 
oleh karena masih terdapat sisa anggaran yang 
terpakai sebelumnya. KPU Palu cukup 
memaksimalkan sisa anggaran yang ada. 
Rincian anggaran yang tidak terpakai 
dan dikembalikan ke kas daerah melalui 
Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
 
Tabel 4.8 Tahapan Pencairan Anggaran 
yang diberikan kepada KPU Kota Palu 
No Uraian Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) 
1 2 3 4 






 Pencairan Tahap I  8.664.275.000.-  
 Pencairan tahap II 5.776.183.450.-  
 Pencairan Tahap III 699.865.000.- Tidak 
dicairkan 
 Total penciran 
anggaran pilkada 




2 Sisa anggaran yang 
tidak terpakai 
2.661.156.481  
Total pengembalian sisa 
anggaran yang tidak terpakai 
dan anggaran yang tidak 
dicairkan 
3.362.112.481.-  
Sumber Data KPU Kota Palu 2016 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Secara keseluruhan tahapan pilkada 
berjalan lancar, meskipun terdapat sisa 
anggaran yang dikembalikan ke kas daerah 
seperti tabel diatas, namun dapat dikatakan 
Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah 
menerapkan anggaran berbasis kinerja dimana 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah Walikota 
dan wakil Walikota berjalan dengan sukses 
tanpa adanya gugatan di Mahkamah 
Konstitusi, dengan biaya dibawah standar pagu 
yang ada. Dalam menekur keberhasilan tidak 
ditentukan oleh habis/tidaknya anggran 
melainkan ditentukan oleh tercapai/tidaknya 
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sebab 
indikator kinerja merupakan elemen utama 
yang perlu diperhatikan oleh sebuah lembaga 
khususnya lembaga publik seperti Komisi 
Pemilihan Umum Kota Palu. 
 
Rekomendasi 
a. Dalam Penyusunan, pembahasan anggaran 
Pilkada di masa mendatang baiknya yang 
responsif publik hal ini dapat menghindari 
penyalahgunaan kekuasaan;  
b. Dalam pengelolaan perlu 
mempertimbangkan kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi, namun tidak 
dimasukkan dalam penganggaran, misalnya 
kemungkinan pelaksanaan pemilihan 
kembali di tingkat KPPS 
c. Kepada Peneliti, selanjutnya agar 
memperluas kajian pengelolaan anggaran 
Pilkada dengan memasukkan beberapa 
variable yang menjadi penentu keberhasilan 
pengelolaan keuangan yang baik dan benar 
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